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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penyelesaian Kredit Macet dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Multi Guna Pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang

Dengan terjadinya kredit macet pada bank, sudah jelas akan memberikan persoalan baru bagi bank, karenanya diperlukan penanganan yang sangat baik dan penyelesaiannya. Kredit macet merupakan piutang bank atau disebut juga piutang negara yang penyelesainnya dapat diserahkan kepada BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara), namun demikian pada hakekatnya bank harus menyelesaikan secara intern terlebih dahulu.

Penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang secara umum dibedakan menjadi dua macam :

1. Penyelesaian kredit bermasalah yang diselamatkan.

2. Penyelesaian kredit bermasalah yang tidak bisa diselamatkan.

Upaya yang pertama dilakukan bank yaitu penyelamatan kredit, apabila bank melihat masih ada kemungkinan memperbaiki kondisi usaha dan keuangan debitur. Disamping itu harta jaminan kredit uang dikuasai bank masih cukup besar nilainnya, serta mudah dicairkan tanpa harus menurunkan hargannya secara besa–besaran. Untuk melaksanakan tugas penyelamatan kredit ini bank telah menyusun rencana kerja secara profesional dan selama menangani kredit bermasalah ini petugas bank dituntut untuk menjaga kesabaran, berpola pikir yang positif dan konstruktif serta berusaha berkepala dingin karena kredit bermasalah termasuk kredit macet bukanlah kasus yang meyenangkan dan memakan waktu yang lama.

Menurut bapak Jurnalis sebagai pemimpin Bank Nagari Cabang Pasar Raya upaya penyelamatan ini dilakukan oleh pihak bank dengan jalan musyawarah (langkah persuasif ) dengan pihak debitur berupa :

a. Penjadwalan kembali (reschedulling), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya,keringanan yanng dapat diberikan seperti :

1. memperpanjang jangka waktu kredit

2. memperpanjang jangka waktu angsuran kredit

3. penurunan jumlah untuk setiap angsuran

Upaya penyelamatan dengan jalan penjadwalan kembali pelunansan kredit terutama dilakukan apabila debitur tidak dapat melunasi pembayaran kredit atau angsuran kredit yang telah jatuh tempo, namun dari hasil evaluasi mereka bank mengetahui bahwa prospek kondisi keuangan debitur dimasa depan tidak menghawatirkan. Dengan kata lain likuiditas keuangan yang dihadapi debitur sifatnya hanya sementara.

b. Persyaratan kembali ( reconditioning ), yaitu perubahan sebahagian atau seluruh syarat - syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit, keringanan atau perubahan persyaratan kredit antara lain ;

1. Kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan hutang pokok sehingga nasabah pada waktu tertentu tidak perlu membayar bunga tetapi nantinya hutang pokok dapat melebihi plafond  yang disetujui, misalnnya kredit Rp. 10.000.000 setelah di angsur tiggal Rp. 5.000.000 dan bunga yang harus di bayar Rp. 1.000.000 berarti sekarang debetnya Rp. 6.000.000 dijadikan hutang atau plafond baru.

2. Penundaan pembayaran bunga yaitu bunga tetap dihitung tetapi penagihan atau pembebanan kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan atas bunga yang terutang tersebut tidak di kenakan bunga dan menambah plafond kredit.

3. Penurunan suku bunga yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk aktifitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukan surplus atau laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga.

4. Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

c. Penataan kembali (restructuring)

1. Penambahan dana bank atau bantuan injeksi kredit diberikan bila bank beranggapan bahwa usaha nasabah masih dapat dihidupkan kembali. Pertimbangan bank adalah dari segi manajemen masih dapat dipercaya atau bank mengajukan persyaratan khusus perihal manajemen misalnya perlu di ganti atau didampingi oleh badan khusus yang ditunjuk bank. Pertimbangan bank yang lain yaitu dengan melihat performence atau prospek dari usaha nasabah yang masih dapat dikatakan layak atau usahanya masih berjalan dan sipelaku masih mampu melakukan usaha tetapi karena banyaknya piutang yang tertanam dan meleset dari perkiraan pembayaran. Dengan penyuntikan dana ini diharapkan bisa membangkitkan kembali usaha nasabah dan dapat memperbesar keuntungan yang diperoleh sehingga nantinya bisa membayar cicilan kreditnya.

2. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru yang disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali menjadi suatu kombinasi dalam rangka penyelamatan kredit sehingga bank dapat menarik kembali dana yang telah disalurkan dengan keuntungan yang wajar.

Menurut hasil penelitian penulis dengan bapak Asrizal sebagai pimpinan seksi administrasi kredit pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang apabila kredit itu mulai bermasalah sampai mendekati kriteria macet maka langkah - langkah yang di tempuh oleh pihak Bank Nagari dalam menangani masalah tersebut sebelum di limpahkan kepada BUPLN adalah :

1. Penagihan Rutin

Penagihan ini dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati dengan debitur yang tercantum dalam akta perjanjian kredit yang berdasarkan jangka waktu dan besarnya kredit yang diberikan. Dalam hal ini dilakukan pendekatan secara kekeluargaan dimana debitur didatangi di rumah atau di perusahaanya. Dalam kunjungan tersebut petugas mengingatkan nasabah bahwa telah terjadi tunggakan angsuran kreditnya dan meminta janji nasabah kapan akan melunasi kreditnya atau mencicilnya dalam waktu yang tidak terlalu lama atau ditawarkan untuk menjual sendiri barang – barang jaminan atau harta perusahaan lainnya di bawah tangan apabila memang tidak sanggup lagi untuk melunasi hutangnnya dengan menjualnnya dihadapan notaris, nasabah, pembeli, dan pihak bank.

2. Pemberian Surat Tunggakan

Surat tunggakan ini diberikan apabila setelah ditagih ternyata debitur masih tidak memenuhi kewajibannya. Surat tunggakan ini berisi permintaan pihak bank agar jumlah kredit  harus dikembalikan, dilunasi sesegra mungkin. Surat tunggakan ini diberikan sebanyak tiga kali yaitu :

a. Surat tunggakan pertama ini diberikan oleh bank apabila debitur tidak memenuhi angsuran rutinnya selama 3 ( tiga ) kali angsuran berturt - turut.

b. Surat tunggakan kedua diberikan oleh bank jika debitur tidak memenuhi angsuran rutinnya selama 4 (empat) kali angsuran berturut - turut.

c. Surat tunggakan ketiga diberikan oleh bank apabila debitur tidak memenuhi angsuran rutinnya selam 5 (lima) kali angsuran berturut - turut.

3. Surat Peringatan

Bila tidak ada tanggapan setelah bank menyampaikan surat tunggakan atas pengambilan kredit yang telah jatuh tempo tersebut, maka pihak bank akan menyampaikan surat peringatan kepada debitur tersebut. Surat peringatan berisikan langkah - langkah yang diambil pihak bank apabila debitur tetap tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah di buat. Surat peringatan ini juga dibuat sebanyak tiga kali :

1. Surat peringatan pertama diberikan apabila debitur tidak memenuhi angsuran rutinnya selama 6 (enam) kali angsuran rutin berturut - turut.

2. Surat peringatan kedua diberikan kepada debitur apabila debitur tidak memenuhi angsuran rutinnya selama 8 (delapan) kali berturut - turut.

3. surat peringatan ketiga diberikan kepada debitur apabila debitur tidak memenuhi angsuran rutinnya selama 9 (sembilan) kali berturut - turut.

4. Pemutusan Hubunga Kredit

Jika surat peringatan ketiga tersebut sampai ketangan debitur tidak akan sanggup lagi untuk kembali kreditnya sesuai dengan perjanjian maka bank akan melakukan pemutusan hubungan kredit dengan nasabah atau debitur yang bersangkutan. Bang Nagari Cabang Pasar Raya Padang menyerahkan masalah kredit macet ini ke Kantor Pusat di jalan pemuda mulai dari berkas asli dari akad perjanjian kredit, agunan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kredit macet tersebut dengan tujuan untuk diserahkan kepada BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara). Dengan demikian maka debitur selanjutnya akan berurusan dengan BUPLN dalam menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut.


Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa kredit modal kerja multi guna mempengaruhi kualitas aktiva produktif  dalam forto folio kredit pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang. Kualitas Aktifa Produktif merupakan total kredit bermasalah dibandingkan dengan kredit seluruhnya. Perkembangan kredit modal kerja multi guna dalam tiga tahun terakhir yang mempengaruhi kualitas aktiva produktif dalam bentuk persentase (%) yaitu :

a. Tahun 2002 sebanyak 0,6 %

b. Tahun 2003 sebanyak 0,14 %

c. Tahun 2004 sebanyak 0,21 % 

Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dapat menekan seminimal mungkin tingkat kredit bermasalah terutama dalam kredit modal kerja multi guna. Hal ini dapat terjadi, disebabkan kredit bermasalah tersebut dapat diselamatkan serta ditagih baik secara kekeluargaan maupun dengan menarik kredit kembali dengan jalan menyerahkan kepada pihak ketiga yaitu BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara).

Sebagian kecil kredit bermasalah dihapus bukukan karena munculnya kerdit bermasalah dapat ditutup oleh dana cadangan penghapusan aktiva bermasalah. Dasar pertimbangan bank membentuk cadangan penghapusan kredit bermasalah adalah karena bank sentral, atau lembaga pemerintahan yang berwenang mengharuskan bank umum mempunyai cadangan penghapusan. Dari kredit kurang lancar 50 % kredit diragukan 75% dan kredit macet dicadangkan dana 100% . menghapus bukukan kredit tidak berarti membiarkan debitur tidak melunasi hutangnnya. Dalam keadaan apapun kredit yang dihapus bukukan tetap diupayakan untuk ditagih kembali, walaupun kredit tersebut keluar dari neraca bank (kredit ekstra), tetapi tetap dicatat dalam forto folio bank. Dari penelitian yang penulis lakukan denga usaha tekun bank dapat menagih kredit yang dihapus bukukan, karena bank telah mengadministrasikan kredit dengan baik dan memonitor terus menerus dan secara priodik di evaluasi kemungkinan keberhasilan penagihan kembali.


Upaya lain yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang sehingga kredit macet yang terjadi dapat ditekan seminimal mungkin yaitu :

1. Memonitor dan mengawasi penggunaan dana kredit yang telah diberikan kepada nasabah, apakah dana tersebut sesuai penggunaannya dengan isi perjanjian kredit yang telah disepakati atau digunakan untuk tujuan lain.

2. Meningkatkan sumber daya manusia yaitu dengan mengikut sertakan setiap pegawai bank terutama dibagian kredit untuk mengikuti sekolah - sekolah khusus yang dulunya dikenal dengan LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia), sekarang bernama IBI (Institut Bankir Indonesia).

3. mengharuskan setiap pegawai bank untuk mengikuti seminar - seminar yang relevan dibidang perbankan terutama seminar tentang kredit macet.

4. proses persetujuan kredit melalui komite dimana keputusan pemberian kredit di putuskan bersama - sama oleh semua anggota komite kredit. Komite kredit diketuai oleh pemimpin cabang, tetapi tidak diputuskan sendiri oleh pemimpin cabang karena sertiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Persetujuan diberikan dengan catatan disetujui lebih dari 2/3 anggota komite. Persetujuan kredit tertulis dan di tandatangani oleh ketua komite kredit dan minimal harus diparaf oleh dua orang anggota.    

B. Upaya Pencegahan Agar Tidak Terulang Kasus Kredit Macet dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Multi Guna Pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.

  
Pencegahan kredit macet sudah dilakukan oleh pihak bank semenjak di mulai perencanan pemberian kredit sampai dengan kreditnya kembali. Dari penelitian yang penulis lakukan pada Bank Nagari, upaya yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dalam mencegah terjadinya kredit macet menurut bapak Jurnalis Sesebagai pemimpin Bank Nagari Cabang Pasar Raya, adalah :

1. Analisis kredit.

Bank dalam menentukan apakah akan memberikan suatu kredit atau tidak pihak bank berusaha untuk mengukur resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Tujuan dari analisis kredit tersebut adalah untuk mendapatkan keyakinan atas kesanggupan dari seorang calon debitur untuk dapat membayar kembali kreditnya sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian kredit. Untuk mendapatkan keyakinan ini Bank akan melakukan perikatan terhadap unsur - unsur dasar yang di sayaratkan dalam suatu pemberian kredit yakni unsur 5C (character/ sifat - sifat calon debitur, capital atau permodalan tentang besar dan struktur modal, capacity atau kemampuan kepemimpinan dan kinerja dalam perusahaan, collateral atau agunan yang diberikan calon debitur, condition of economy, atau kondisi perekonomian).


Dalam penjelasan Pasal 8 Undang - Undang Perbankan menyatakan kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas - asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemempuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang di perjanjiakan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.


Dalam melaksanakan analisis kredit, guna membahas aspek - aspek yang dapat mempengaruhi usaha calon debitur, bank akan melakukan beberapa pendekatan terlebih dahulu, yaitu :

d. Pendekatan jaminan 

Pendekatan ini dilakukan sebagai dasar dalam analisis kredit, yaitu kredit akan diberikan apabila calon debitur mempunyai jaminan yang memadai baik di tinjau dari nilai ekonomis atau nilai yuridis.

e. Pendekatan karakter

Pada pendekatan ini proses pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan terhadap reputasi karakter bisnis dari calon debiturnya.

f. pendekatan yang didasarkan kepada kemampuan pelunasan kredit 

pada pendekatan ini penilaian kemapuan pelunasan tersebut tidak hanya terbatas pada sumber - sumber dana yang diciptakan oleh kegiatan nasabah untuk melunasi kreditnya, tetapi dapat juga bersumber dari dana pokok yaitu barang - barang yang diserahkan oleh pihak nasabah.

2. Pengikatan jaminan kredit

Pemeberian kredit oleh bank kepada nasabahnya mengandung resiko yakni berupa macetnya kredit tersebut. Untuk menghindari resiko itu dalam rangka pengamanan kreditnya bank meminta jaminan dalam pemberian kredit dan bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa perjanjian tertulis.

Terhadap barang yang dijaminkan dan diikat sebagai jaminan kredit, terlebih dahulu Bank Nagari akan meakukan penilaian dan penaksiran guna mendapatkan nilai taksiran harga yang sewajarnya. Yang dilakukan pihak bank dalam menilai barang jaminan :

a. Meneliti dan mempelajari kelengkapn dan kebenarn atau sahnya dokumen – dokumen yang diserahkan oleh nasabah, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa barang tersebut diikat secara yuridis

b. Melakukan peninjauan setempat (on the spo) untuk mengetahui dan menilai keadan fisik barang - barang yang akan dijaminkan, apakah sesuai dengan yang tercantum diberkas atau dokumen yang ada dan keterangan penjelasan lainnya yang diberikan oleh calon nasabah.

c. Di buatkan berita acara pemeriksaan atau penaksiran nilai barang jaminan yang harus di tandatangani oleh pejabat yang membuat berita acara dan di setujui oleh pemeimpin bank.

d. Setelah kegiatan di atas dilakukan barulah pengikatan terhadap barang jaminan dapat dilakukan sesuai dengan jenis dari jaminan.

3. Pengawasan kredit

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Bank Nagari dari pengawasan kredit adalah :

a. Memastikan apakah prosedur kredit telah menggunkan azas pemberian kredit yang sehat.

b. Memastikan telah ada pengamana resiko dan tujuan kredit.

Pada umumnya ada dua cara pengawasan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank Nagari dalam rangka pencegahan kredit macet :

1. Pengawasan pasif

Pengawasn pasif ini dapat dilakukan dengan cara ;

a. Menganalisis laporan wajib yang disampaikan nasabah melalui :


1. Laporan stok dan piutang


2. Progress dari proyek yang dibiayai kredit


    a. Produksi / penjualan


    b. Pembelian


    c. Neraca dan laba rugi

Cara pengawasan ini sangat didukung sekali dengan administrasi perkreditan yang teratur dan rapi.

2. Pengawasan Aktif

a.   Melakukan pemeriksaan setempat terhadap proyek / perusahaan untuk mengetahui keadaan :

1. Stok / piutang

2. Keadaan usahanya

3. Keadaan barang jaminan

4. Penggunaan kredit

b. Menyusun laporan hasil pemeriksaan setempat dan bila perlukan memberikan saran - saran dan langkah - langkah yang di perlukan bagi pengawasan kredit tersebut.
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